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PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor , 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan ...




Menetapkan

-

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl1.398.919.280.321,-
(satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan
ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga
ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan ...
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a. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1s

pendapatan asli Daerah sebesar Rp152.635.540.000,00
(seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh
lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
pendapatan transfer sebesar Rpl1.151.691.828.749,00
(satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus
sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh
delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp750.000.000,00
(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

jumlah pendapatan Daerah sebesar Rp1.305.077.368.749,00
(satu triliun tiga ratus lima milyar tujuh puluh tujuh juta tiga
ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh
sembilan rupiah).

b. Belanja Daerah terdiri atas:

1.

belanja operasi sebesar Rpl.105.966.341.112,00 (satu

triliun seratus lima milyar sembilan ratus enam puluh

enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua
belas rupiah),

a) belanja pegawai sebesar Rp713.928.611.212,00
(tujuh ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua
puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus
dua belas rupiah);

b) belanja barang dan jasa Rp341.770.252.258,00 (tiga
ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh
puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh delapan rupiah);

c) belanja subsidi sebesar Rp485.000.000,00 (empat
ratus delapan puluh lima juta rupiah);

d) belanja hibah sebesar Rp45.378.677.820,00 (empat
puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta
enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua
puluh rupiah); dan

€) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.403.799.822,00
(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua
puluh dua rupiah).

Belanja modal sebesar Rp124.519.888.107,00 (seratus
dua puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta
delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh
rupiah),

a) belanja modal tanah sebesar Rpl1.906.414.453,00
(satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus
empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga
rupiah);

b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar
Rp25.400.670.159,00 (dua puluh lima milyar empat
ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima
puluh sembilan rupiah);

c) belanja ...
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c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar
Rp15.994.973.093,00 (lima belas milyar sembilan
ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus
tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah);

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar
Rp76.788.495.900,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh
ratus delapan puluh delapan juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

¢) belanja modal aset tetap lainnya  sebesar
Rp3.453.342.502,00 (tiga milyar empat ratus lima
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima
ratus dua rupiah); dan

f) belanja modal aset lainnya sebesar
Rp975.992.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima
juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

3. Belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah);

4. Belanja transfer sebesar Rp158.433.051.102,00 (seratus
lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga
juta lima puluh satu ribu seratus dua rupiah);

a) belanja bagi hasil sebesar Rp5.140.457.614,00 (lima
milyar seratus empat puluh juta empat ratus lima
puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah);
dan

b) belanja bantuan keuangan sebesar
Rp153.292.593.488,00 (seratus lima puluh tiga
milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh
delapan rupiah).

Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp1.398.919.280.321,00
(satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar
sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh
ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), surplus/defisit
sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar
delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas
ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

. Pembiayaan:

1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp93.841.911.572,00
(sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh
satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh
puluh dua rupiah); dan

2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp93.841.911.572,00
(sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu
juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua
rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun
berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3 ...




Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas

a. Lampiran I meliputi ringkasan penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II meliputi penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran III meliputi daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran hibah:

d. Lampiran IV meliputi daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran bantuan sosial:

e. Lampiran V meliputi daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum
dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI meliputi daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII meliputi rincian dana otonomi khusus
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

h. lampiran VIII meliputi rincian dana bagi hasil - sumber
daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan
gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

i. Lampiran IX meliputi rincian dana tambahan infrastuktur
menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
dan

j. Lampiran X meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas
perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ...




Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Tanah Datar dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR
ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

NIP. 19770913 200803 2 001




DAFTAR IS

Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara

KODE URAIAN NO. HAL
La-mpi.r;] 1 R;ngkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok E]an Jenis Pendapat-;-m, Belanja, 1 - 21
dan Pembiayaan -
Lampiran IT Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 1 - 640
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan -
Lampiran [I1 Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima 1 - 6
' serta SKPD Pemberi Hibah
Lampiran [V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang 1 - 176
Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial -
Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum . 1 - 5
yaﬁé Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan
Lampiran VI Daftar Nama Calo;'l Penerin;a, Alamat, dan Besaral_l Alokasi Belanja Bagi i—[asi] Pajak dan Retribusi 1 - 5
: 7 Daerah kepada Pemerintah Desa
Lampiran VIl  [Rincian Dana Oton(;mi Khusuis Menurut Urusan Pemerintahan i'.)aerah, Organisasi, Program, | - 1
- Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan _
Lampiran VIII . Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak 1 . 1
dan Gas Bumi*) Menx;rut Urus-ﬁn Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiaté.n,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rinciar-l- Objek Per.:dapat-an, Belanja dan Pembi&iyaan _ _
Lampiran 1}2 Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahax_) Daerah, Organisasi, Program, 1 - 1
Keggétan:Sulg Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan -
Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 1 - 1




LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA DAERAH

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN TANAH DATAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152.635.540.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 31.758.477.000,00
4.1.01.06 Pajak Hotel 1.500.000.000,00
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 1.500.000.000,00
4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel 1.500.000.000,00
4.1.01.07 Pajak Restoran 3.000.000.000,00
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.000.000.000,00
4.1.01.08 Pajak Hiburan 21.791.000,00
4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 21.791.000,00
4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 21.791.000,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 180.000.000,00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 177.591.000,00
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 177.591.000,00
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 512.000,00
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 512.000,00
4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 1.339.000,00
4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker 1.339.000,00
4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 558.000,00
4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 558.000,00
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 16.000.000.000,00
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 16.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 16.000.000.000,00
41.01.12 Pajak Air Tanah 25.000.000,00
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 25.000.000,00
4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah 25.000.000,00
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 581.686.000,00
4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 144.298.000,00
4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 144.298.000,00
4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 412.375.000,00
4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 412.375.000,00
4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 25.013.000,00
4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat 25.013.000,00

W =1]

Jimetak nada 2027 '8 084852 Halaman 1




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 6.000.000.000,00
4.1.01.15.01 PBBP2 6.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 6.000.000.000,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 4.450.000.000,00
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 4.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 4.000.000.000,00
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 450.000.000,00
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 450.000.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 90.530.525.000,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 82.581.530.000,00
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 80.637.355.000,00

4.1.02.01.01.0001

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

18.210.984.461,00

4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 62.426.370.539,00
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 350.000.000,00
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 350.000.000,00
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00

4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 1.094.175.000,00
4.1,02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 433.000.000,00
4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 29.760.000,00

4.1.02.01.05.0003

Retribusi Kios

631.415.000,00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 7.598.995.000,00
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 657.048.000,00
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 5.500.000,00
4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 28.408.000,00
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 350.000.000,00

4.1.02.02.01.0005

Retribusi Pemakaian Ruangan

116.140.000,00

4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 153.000.000,00
4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat 4.000.000,00
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir danfatau Pertokoan 473.000.000,00
4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 473.000.000,00
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 145.807.000,00
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 145.807.000,00
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 120.000.000,00
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 120.000.000,00
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.000.000.000,00
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.000.000.000,00




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 203.140.000,00
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 203.140.000,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 350.000.000,00
4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 350.000.000,00
4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 350.000.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.000.000.000,00
4.1.03.02 thi%i:Fp:?iljaa gg&% Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 25.000.000.000,00
4.1.03.02.01 ae;gg:'np:?‘!;aayga% D(:_b:ngt:!;akzzzig:;ir;eﬁntah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 25.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001 E’i%i:rp:t;asyj&% I?:?:ggc:gakigggﬁ;z?erintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 25.000.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.346.538.000,00
4.1.04.05 Jasa Giro 1.500.000.000,00
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00

4.1.04.05.01.0001

Jasa Giro pada Kas Daerah

1.500.000.000,00

4.1.04.07

Pendapatan Bunga

3.846.538.000,00

4.1.04.07.01

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

3.846.538.000,00

4.1.04.07.01.0001

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

3.846.538.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.151.691.828.749,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.088.833.434.000,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.000.366.052.000,00
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 20.701.448.000,00
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 960.745.000,00
4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 4.828.243.000,00
4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 222.893.000,00
4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 212.245.000,00
4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 147.572.000,00
4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 786.000,00

4.2.01.01.01.0009

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty

2.894.422.000,00

4.2.01.01.01.0010

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

10.314.044.000,00

4.2.01.01.01.0013

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

1.120.498.000,00

4.2.01.01.02

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

703.059.886.000,00

4.2.01.01.02.0001

DAU

594.348.316.000,00

4.2.01.01.02.0004

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja

30.841.551.000,00

4.2.01.01.02.0005

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

18.790.978.000,00

4.2.01.01.02.0006

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

23.950.156.000,00

4.2.01.01.02.0007

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

35.128.885.000,00




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 87.081.2346.000,00
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 508.913.000,00
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4.276.682.000,00

4.2.01.01.03.0003

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

6.431.105.000,00

4.2.01.01.03.0006

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB

225.015.000,00

4.2.01.01.03.0011

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah

208.534.000,00

4.2.01.01.03.0025

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

211.885.000,00

4.2.01.01.03.0030

DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM

dan Revitalisasi Sentra IKM

7.976.965.000,00

4.2.01.01.03.0031

DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana

Fisik Dasar Pembangunan Pertanian

14.309.800.000,00

4.2.01.01.03.0033

DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

3.135.861.000,00

4.2.01.01.03.0034

DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

18.600.000.000,00

4.2.01.01.03.0035

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

15.983.487.000,00

4.2.01.01.03.0043

DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan

8.068.513.000,00

4.2.01.01.03.0045

DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

3.040.656.000,00

4.2.01.01.03.0058

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan
Stunting

1.228.990.000,00

4.2.01.01.03.0060

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan

2.874.940.000,00

4.2.01.01.04

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

189.523.372.000,00

4.2.01.01.04.0001

DAK Non Fisik-BOS Reguler

42.119.600.000,00

4.2.01.01.04.0003

DAK Non Fisik-BOS Kinerja

2.205.000.000,00

4.2.01.01.04.0004

DAK Non Fisik-TPG PNSD

106.118.751.000,00

4.2.01.01.04.0005

DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD

2.456.738.000,00

4.2.01.01.04.0007

DAK Non Fisik-BOP PAUD

4.553.400.000,00

4.2.01.01.04.0008

DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

1.358.200.000,00

4.2.01.01.04.0011

DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

18.559.708.000,00

4.2.01.01.04.0018

DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan

1.123.000.000,00

4.2.01.01.04.0020

DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

783.767.000,00

4.2.01.01.04.0021

DAK Non Fisik-BOKB-KB

4.878.797.000,00

4.2.01.01.04.0022

DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

406.000.000,00

4.2.01.01.04.0023

DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.110.750.000,00

4.2.01.01.04.0024

DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

2.286.141.000,00

4.2.01.01.04.0025

DAK Non Fisik-PK2UMK

563.520.000,00

4.2.01.05 Dana Desa 71.966.200.000,00
4.2.01.05.01 Dana Desa 71.966.200.000,00
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 71.966.200.000,00

4.2.01.06

Insentif Fiskal

16.501.182.000,00

4.2.01.06.01

Insentif Fiskal

16.501.182.000,00

(7]
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4.2.01.06.01.0001

Insentif Fiskal

16.501.182.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 62.858.394.749,00
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 62.858.394.749,00
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 62.858.394.749,00

4.2.02.01.01.0001

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

14.700.836.786,00

4.2.02.01.01.0002

Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

6.931.699.304,00

4.2.02.01.01.0003

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

21.980.206.734,00

4.2,02.01.01.0004

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

803.368.244,00

4.2.02.01.01.0005

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

18.442.283.681,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 750.000.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 750.000.000,00
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 750.000.000,00
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 750.000.000,00
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 750.000.000,00

Jumlah Pendapatan

1.305.077.368.749,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.105.966.341.112,00
5.1.01 Belanja Pegawai 713.928.611.212,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 453.509.458.682,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 340.743.445.209,00

5.1.01.01.01.0001

Belanja Gaji Pokok PNS

274.611.176.518,00

5.1.01.01.01.0002

Belanja Gaji Pokok PPPK

66.132.268.691,00

5.1.01.01.02

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

32.204.471.414,00

5.1.01.01.02.0001

Belanja Tunjangan Keluarga PNS

24.903.359.247,00

5.1.01.01.02.0002

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK

7.301.112.167,00

5.1.01.01.03

Belanja Tunjangan Jabatan ASN

6.263.675.051,00

5.1.01.01.03.0001

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

6.263.675.051,00

5.1.01.01.04

Belanja Tunjangan Fungsional ASN

26.880.264.361,00

5.1.01.01.04.0001

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

19.708.093.271,00

5.1.01.01.04.0002

Belanja Tunjangan Fungsional PPPK

7.172.171.080,00

5.1.01.01.05

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

1.916.463.314,00

5.1.01.01.05.0001

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

1.900.736.064,00

5.1.01.01.05.0002

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

15.727.250,00

5.1.01.01.06

Belanja Tunjangan Beras ASN

18.226.411.540,00

5.1.01.01.06.0001

Belanja Tunjangan Beras PNS

13.264.794.225,00

5.1.01.01.06.0002

Belanja Tunjangan Beras PPPK

4.961.617.315,00

5.1.01.01.07

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

889.369.031,00

_
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5.1.01.01.07.0001

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

889.169.031,00

5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 200.000,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.716.251,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.857.809,00
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.858.442,00

5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 21.107.863.672,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 17.494.218.673,00
5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 3.613.644.999,00
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 884.054.682,00

5.1.01.01.10.0001

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

722.792.381,00

5.1.01.01.10.0002

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK

161.262.301,00

5.1.01.01.11

Belanja luran Jaminan Kematian ASN

2.644.759.552,00

5.1.01.01.11.0001

Belanja luran Jaminan Kematian PNS

2.160.254.051,00

5.1.01.01.11.0002

Belanja luran Jaminan Kematian PPPK

484.505.501,00

5.1.01.01.12

Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

1.742.964.605,00

5.1.01.01.12.0001

Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

1.500.079.870,00

5.1.01.01.12.0002

Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

242.884.735,00

5.1.01.02

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

109.161.044.106,00

5.1.01.02.01

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

103.749.973.361,00

5.1.01.02.01.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

90.310.342.971,00

5.1.01.02.01.0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

13.439.630.390,00

5.1.01.02.03

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

3.330.382.928,00

5.1.01.02.03.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

3.225.652.928,00

5.1.01.02.03.0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK

104.730.000,00

5.1.01.02.04

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

2.080.687.817,00

5.1.01.02.04.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS

2.080.687.817,00

5.1.01.03

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

111.377.570.501,00

5.1.01.03.01

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

1.338.097.557,00

5.1.01.03.01.0006

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

347.326.293,00

5.1.01.03.01.0007 | Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Resloran 123.000.000,00
5.1.01.03.01.0008 Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 893.431,00
5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 7.380.000,00

5.1.01.03.01.0010

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

406.173.707,00

5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 1.025.000,00
5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 23.849.126,00
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan 246.000.000,00

Perkotaan
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5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 182.450.000,00

Bangunan

5.1.01.03.02

Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

402.019.070,00

5.1.01.03.02.0002

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

14.350.000,00

5.1.01.03.02.0004

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum

20.500.000,00

5.1.01.03.02.0005

Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Peiayanan Pasar

63.874.175,00

5.1.01.03.02.0008

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya
Cetak Peta

0,00

5.1.01.03.02.0013

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi

0,00

5.1.01.03.02.0014

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan
Daerah

27.020.568,00

5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 5.978.087,00
5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 5.000.000,00
5.1.01.03.02.0022 gleal‘?‘rgz Lnsantif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan 246.000.000,00
5.1.01.03.02.0024 3:::’[?;30'2:2:“ bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi 8.328.740,00
5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan 10.967.500,00

Bangunan Gedung

5.1.01.03.03

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

105.050.811.000,00

5.1.01.03.03.0001

Belanja TPG PNSD

105.050.811.000.00

5.1.01.03.05

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

576.000.000,00

5.1.01.03.05.0001

Belanja Tamsil Guru PNSD

576.000.000,00

5.1.01.03.06

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

1.000.164.874,00

5.1.01.03.06.0001

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

1.000.164.874,00

5.1.01.03.07

Belanja Honorarium

61.800.000,00

5.1.01.03.07.0002

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

61.800.000,00

5.1.01.03.09

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK

1.067.940.000,00

5.1.01.03.09.0001

Belanja TPG PPPK

1.067.940.000,00

5.1.01.03.11

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK

1.880.738.000,00

5.1.01.03.11.0001

Belanja Tamsil Guru PPPK

1.880.738.000,00

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 12.626.479.105,00
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 793.770.600,00
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 793.770.600,00

5.1.01.04.02

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

62.659.527,00

5.1.01.04.02.0001

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

62.659.527,00

5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD $3.647.026,00
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 93.647.026,00
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 67.032.000,00
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5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD 67.032.000,00

5.1.01.04.05

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

1.150.967.398,00

5.1.01.04.05.0001

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

1.150.967.398,00

5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 143.735.712,00
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 143.735.712,00
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.646.000.000,00

5.1.01.04.08.0001

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

2.646.000.000,00

5.1.01.04.09

Belanja Tunjangan Reses DPRD

661.500.000,00

5.1.01.04.08.0001

Belanja Tunjangan Reses DPRD

661.500.000,00

5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 1.491.204,00
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 1.491.204,00
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.070.390.638,00

5.1.01.04.12.0001

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD

80.232.901,00

5.1.01.04.12.0002

Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD

2.051.652,00

5.1.01.04.12.0003

Belanja Jaminan Kematian DPRD

6.154.957,00

5.1.01.04.12.0004

Belanja Tunjangan Perumahan DPRD

1.981.851.128,00

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.608.000.000,00
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.608.000.000,00
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 327.285.000,00
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 327.285.000,00
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH 520.673.300,00
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.835.100,00
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.835.100,00
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00

5.1.01.05.03.0001

Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

100.737.000,00

5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.126.128,00
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.126.128,00
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 400.778,00
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 400.778,00
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 41.823,00
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 41.823,00
5.1.01.05.07 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.641.272,00
5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.641.272,00
5.1.01.05.08 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 115.128,00
5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 115.128,00




KODE

URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 345.348,00
5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 345.348,00
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 249.826.293,00

5.1.01.05.10.0006

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

13.500.000,00

5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 27.000.000,00

5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 196.119,00

5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 1.620.000,00

5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 108.000.000,00

5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 225.000,00

5.1.01.05.10.0014 gz:ﬁ;‘:' Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 5.235.174.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

5.1.01.05.10.0015 Pordasasn den Peskataan 54.000.000,00

5.1.01.05.10.0016 gelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 40.050.000,00

angunan

5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 92.639.430,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

5.1.01.05.11.0002 Persampahan/Kebersihan 3.150.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

5.1.01.05.11.0004 Parkir di Tepi Jalan Umum 4.500.000,00

5.1.01.05.11.0005 E:Isa;:ja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 12.484.575,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian

5.1.01.05.11.0008 Biaya Cetak Peta 0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan

5.1.01.05.11.0013 dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian

5.1.01.05.11.0014 Kekayaan Daerah 7.031.832,00

5.1.01.05.11.0018 gslrini':ja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus 1.312.263.00

5.1.01.05.11.0020 5:{:2]': Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong 1.200.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat

5.1.01.05.11.0022 Rekreasi dan Olahraga 54.000.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan

5.1.01.05.11.0024 Praditksi Usaha Daeraki 1.828.260,00

5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan 7.132.500,00

Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.234.320.980,00
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00

5.1.01.06.02

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

1.123.440.980,00

5.1.01.06.02.0001

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

1.123.440.980,00

5.1.01.99

Belanja Pegawai BLUD

25.499.064.538,00




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 25.499.064.538,00
5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD 25.499.064.538,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.770.252.258,00
5.1.02.01 Belanja Barang 64.750.203.943,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

64.186.693.518,00

5.1.02.01.01.0001

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

24.436.500,00

5.1.02.01.01.0002

Belanja Bahan-Bahan Kimia

384.586.150,00

5.1.02.01.01.0004

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

8.284.941.418,00

5.1.02.01.01.0008

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

140.566.500,00

5.1.02.01.01.0009

Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran

8.896.000,00

5.1.02.01.01.0010

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

31.696.000,00

5.1.02.01.01.0011

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

550.000,00

5.1.02.01.01.0012

Belanja Bahan-Bahan Lainnya

366.760.000,00

5.1.02.01.01.0013

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

1.500.073.817,00

5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 105.000,00
5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 6.656.000,00
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.000.000,00

5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

5.380.686.330,00

5.1.02.01.01.0026

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

63.313.312,00

5.1.02.01.01.0027

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

117.883.863,00

5.1.02.01.01.0029

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

508.277.000,00

5.1.02.01.01.0030

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

560.526.299,00

5.1.02.01.01.0031

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

229.367.126,00

5.1.02.01.01.0032

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

48.201.000,00

5.1.02.01.01.0035

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata

217.000.000,00

5.1.02.01.01.0036

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

452.721.500,00

5.1.02.01.01.0037

Belanja Obat-Obatan-Obat

3.464.596.250,00

5.1.02.01.01.0038

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

1.912.444 250,00

5.1.02.01.01.0039

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

20.374.234.675,00

5.1.02.01.01.0040

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

4.039.381.419,00

5.1.02.01.01.0043

Belanja Natura dan Pakan-Natura

3.489.933.840,00

5.1.02.01.01.0044

Belanja Natura dan Pakan-Pakan

180.826.500,00

5.1.02.01.01.0052

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.966.881.514,00

5.1.02.01.01.0053

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

2.747.140.255,00

5.1.02.01.01.0054

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

48.000.000,00

5.1.02.01.01.0058

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

1.659.779.500,00

Q

celak pada 202:
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